BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum terhadap pelaku fraud banking ini tidak semuanya sama,
ada beberapa bank yang masih bersikap lebih baik menutup kasusnya, karena
kalau kasus fraud ini dilanjutkan dengan proses hukum karena dikhwatirkan
akan merusak kredibilitas bank itu sendiri, namun banyak juga bank yang
melanjutkan kasus fraud ini melalui proses hukum, antara lain yang dilakukan
oleh Bank Tabungan Negara. Putusan hakim juga dalam kasus Bank mandiri
membebaskan para terdakwa karena dinilai tidak memenuhi unsur tindak
pidana korupsi dalam pertimbangannya Majelis Hakim menilai dakwaan Jaksa
Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung tak tepat membawa delik korupsi
dalam perkara. Ini merupakan perkara kredit perbankan, bukan korupsi.
Sedangkan dalam kasus fraud banking di Bank Tabungan Negara kasus fraud
banking ini divonis hakim bersalah berdasarkan Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terdakwa di vonis 5 (lima) tahun
pidana penjara. Dua putusan dalam kasus fraud banking ini berbeda dalam
penerapan hukumnya, dalam kasus Bank Mandiri, majelis hakim menilai
bahwa kasus fraud dalam kredit macet ini tidak memenuhi unsur tindak pidana
korupsi, karena kredit macet tidak termasuk tindak pidana korupsi, sedangkan
penerapan hukum dalam kasus Bank Tabungan Negara hakim memutuskan
terdakwa bersalah dan dipidana 5 (lima) tahun pidana penjara. Terlihat masih
beragamnya tindakan bank dalam upaya penerapan hukum terhadap tindak
pidana fraud banking ini. Selain kasus yang telah diproses hukum tadi, banyak
juga kasus yang tidak ditindaklanjuti dengan proses hukum, banyak perbankan
yang tidak melanjutkan proses hukum dengan pertimbangan bahwa proses

hukum akan merusak kredibilitas perusahaan selain kredibilitas dari sisi
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perbankan juga kemungkinan terlibatnya pihak internal bank dalam kasus
fraud banking tersebut.

2. Upaya juga dilakukan pemerintah yaitu melalui lembaga Otoritas Jasa
Keuangan yang mengawasi dari sisi prosedural dan pelaksanaan pengucuran
dana kredit, namun upaya yang telah dilakukan oleh pihak internal bank
maupun yang dilakukan oleh pemerintah belum bisa maksimal dalam
mengantisipasi terjadinya fraud banking. Upaya terlihat sudah banyak
dilakukan oleh pihak internal bank maupun OJK namun hasilnya belum

maksimal,

B. Saran

1. Perlu Penerapan hukum terhadap pelaku fraud banking ini, dan diberlakukan
terhadap siapapun baik terhadap debitur maupun yang melibatkan oknum
petugas bank, shingga adil bagi semua pihak, tidak hanya pihak tertentu saja
yang diproses secara hukum, dan semua kasus fraud banking ini dapat diadili
dengan UU Tindak Pidana Korupsi maupun UU Perbankan.

2. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak internal bank perlu
ditingkatkan, sehingga dapat lebih maksimal dalam mencegah terjadinya fraud
banking. Pengawasan yang dilakukan OJK harus ditingkatkan dan juga upaya
pengawasan yang lebih ketat yang dilakukan oleh perbankan dalam mengantisipasi

terjadinya fraud banking.
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